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ABSTRAK 

Sri Wahyuni, 2015, Peran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) Mandiri Perdesaan dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi di Desa 

Somomorodukuh Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen Jawa Tengah), “Skripsi 

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel Surabaya.” 

Kata Kunci: Peran, Komponen dan Sasaran  

Permasalahan penelitian ini adalah: bagaimana Peran Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Somomorodukuh 

dan bagaimana pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) Mandiri Perdesaan agar tepat sasaran di Desa Somomorodukuh.  

Bila ditinjau dari aspek yang diteliti, penelitian ini menggunakan Teori 

Fungsionalisme Struktural, jenis penelitian ini merupakan metode kualitatif dan 

pendekatan penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah informan, 

dokumen dan arsip. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 

dokumentasi, dan observasi. Validitas data dengan trianggulasi sumber atau data, 

sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis model air. 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 

1) bentuk komponen PNPM Mandiri Perdesaan adalah komponen fisik, 

komponen ekonomi skala kecil dan komponen pelatihan. 2) Proses pelaksana 

PNPM Mandiri Perdesaan yaitu proses perencanaan, tahap persiapan dan 

sosialisasi awal serta proses pelestarian kegiatan. 3) Sasaran PNPM Mandiri 

Perdesaan KSM, dimana KSM yang merupakan target penerima bantuan PNPM 

Mandiri Perdesaan yang sesungguhnya. KSM penerima bantuan harus 

beranggotakan minimal tiga orang (dari keluarga yang berbeda), dan 

berpenghasilan rendah. Jumlah anggota yang tidak berasal dari keluarga miskin 

diperbolehkan untuk bergabung, tetapi dibatasi yaitu tidak lebih dari sepertiga dari 

jumlah anggota KSM. kelembagaan masyarakat di pedesaan seperti Pokdakan, 

Gapoktan dan PKK serta kelembagaan Pemerintah lokal yang mendapatkan 

bantuan berupa komponen fisik untuk membangun maupun memperbaiki sarana 

dan prasaran umum atau desa.  

 

 

 

 


